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bahwa untuk  keluncaran  dan  pemantapan  administrasi dlbldang
kepeeawaian yang semakin kompleks dan untuk menindaklanjuti ketentuan
Pasal 5 Keputusan Presiden--Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pembentukan  Badan Kepegawaian Daerah yang menyebutkan bahwa
disctiap daerah dibzntuk Badan Kepegawaian Dacrah maka dipandang perlu

ditctapkan Susuaan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Acch Singkil,

bahwa untuk muksud tersebut perlu menctapkan dalam suatu Qanun.

Undang-undang, Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Provinst Acch dun Perubahan Pembentukan Provinsi  Sumatera
Utara (Lembuaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1092);

Undang-undang Namor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Acch Suekil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan
Lembarang Negara Nomor 3827);

Undung-undang Nomor <3 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

Undang nadane Homor Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinui  |Jacrih I:=:l§mc a  Acch Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussaiom  (Lembarn i\u ara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor «H134);

Undane-ancange Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan; |

*

Unding-undane Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembavan Negara RE Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

!ﬁu‘-
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“Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

L in

antar2  Pemerintahy Pesat dan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara RI
Nomwor 126, Tambalom Lembaran Negara RI Nomor 4438);



(2) Bagian Tata Usaha Membawahi :
a. Sub Bagian Keuangan;
b. Sub Bagian Adm. Umum dan Perlengkapan;

(3)  Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dmf :

a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan; |

b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Dayp;

(4) Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Penggajian terdiri dari :
a. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan:
b. Sub Bidang Penggajian;

(5) Bidang Informasi dan data terdiri dari :
a.  Sub Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penyimpanan;

b. Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi;

(6) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil,
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam buerhaglhi kelompok

sesuai dengan bidang keahliannya.

(7)  Eselonering Jabatan Badan Kepegawaian Dacrah sebagai hci ikut :

a. Kepala Badan : : Esclon I1.b |
b. Kepala Tata Usaha : Esclon Il.a |
c. Kepala Bidang : Esclon ITl.a
d. Kepala Sub Bagian . EsclonIV.a
e. Kepala Sub Bidang : Iselon1V.a

(8) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Dacrah gbagaimana

tercantum dalam lampiran Qanun ini mcrupakan bagian |
terpisahkan dari Qanun. '

Pasal 7

Uraian tugas jabatan Kepala Badan, Kepala Tata Usaha, Kep
Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang. dan Kepala Sub Bid|
Kepegawaian Daerah akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan;

Bupati '

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERIENTIAN
DALAM JABATAN
. o L ~Pasal § ’!

yang tidak

la Bagian,
mg  Badan
Keputusan

i
(1) Kepala Badan Kepegawaian Dacrah diangkat dan diberheftikan olch

Bupati:

(2) Kepala Tata Usaha, Kepala Bidanp. Kasub Bagian d
Subbidang di lingkungan Badan Kepegawaian  Daeral
diberhentikan olch Sckretaris Dacrah atas pelinipahan wew
Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan, '

m Kepala
diangkat
cnang dari




PARAGRAIL |
Pimpinan

Pasal 8

(1). MPU dipimpin oleh seorang ketua dan dua orang wakil ketua.

(2). Pimpinan MPU mempunyai tupas memimpin MPU dalam
memberikan perimbangan terhadap kebijakan dacrah serta
mempcrsatukan ulama di dacrah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimg aksud pada pasal §,
Pimpinan MPU mempunyas fungsi '

a. Mengatur Pendapat Ulama dalam Penctapan Kebijakan Dacrah;
b. Memberikan fatwa hukum dibidang Syari'at Islam.

PARAGRAIF 2
Sckretariat

Pasal 10

Sekretariat * diptmpin oleh Sekretariat yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan ' dan
perSIdangan '

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dlma]\sud pada Pasal
10, Sckretariat mempunyai fungsi :

Pengelolaan Administrast Umum, Pcrlc,nwl\apan dan Tata Kerja;
Pengelolaan Administrasi I\L,uangan

Penyiapan Bahan Risalah Persidangan; -

Penghubung MPU dengan Pemerintah Dauuh dan DPRD scrta
Lembaga-lembaga Pemerintah Daerah lainnya. .

Q. 0 F’"?-’

Pasal 12

(1). Sckretariat terdiri dan :
a. Kepala Urusan Umum;
b. Kepala Urusan Keuangan;
¢. Kepala Urusan Persidangan;
d. Kepala Urusan Perpustakaan.

(2). Pada masing-masing urusan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang staf’



| 8. Peiabaan 'i"’a-rw:-im:'n“; Momor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
| Pemertiah don Revenanog N PIOVIHSI scbagar Dacrah Otonomi (Lembaran
| Negara Tahun .&UO'U Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Perstuvan Porvevingah Momor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
; Perangkat Udumn

10. Keputesan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang P(.,(.l()lllﬂll Pembentukan
Badan Nege vaian racerah. ‘
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DE WA\T PERWAIILAN RAEVAT DAYXRAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
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Menctapkan §:  QANUN KABUPATIN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN
b SUSHMA N ORGANISASI"  DAN  TATA  KERJA  BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB I .
KETENTUAN UMUM

| “Pasal 1

Dalam Qanun i yang dimaksud dengan :
a. Dacrah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
Bupat adalah Bupati Aceh Singkil;

i ¢. Dewan Perwakilin Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
| Dacrah Kabupaten Aceh Singkil

. d. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan
Kepegawaian Dacrah Kabupaten Aceh Singkil;

e. Kepala Badan adalah Kepula Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Aceh

i - Singkil.
| '  BABH
| PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qaaun ini dibentuk Badan hcpcgawalan Daerah Kabupaten Aceh
Sigkil.

e




Pasal 9
Dalam hal Kepala budun tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Kepala
Badan menunjuk fepala Tata Usaha atau Kepala Bidang dengan
memperhatikan Daftir Urat Kepangkatan untuk mewakili Kepala Badan
dengan perselujuan Bupati.

BAB VI
l(EPiJfGAWAlAN
Pasal 10

(1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Badan ditur sesuaij
dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2)  Penpadiian jenis kepepawajan disesuaikan dengan ketentuan perundang-
undangan yany berlaku.

BADB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan
Kepegawazian Dacrah di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) scrta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Sclama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, semua

ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Qanun ini.

BAB XI
KICTIENTUAN PENUTUP
- Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan

Peraturan Pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang
berlaku. -

e



Pasal 9

Dalam hal Nepala budan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Kepala
Badan menunjuk Feepala Tata Usaha atau Kepala Bidang dengan
memperhatikan Dafiar Urat Kepangkatan untuk mewakili Kepala Badan
dengan perselujuan Bupati.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

(1) Jenjung kepangkatan dan susunan kepegawaian Badan ditur sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2)  Penpadibian Jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku,

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan
Kepegawaian Dacrah dj bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (AI’BD) serta suniber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB VI1II
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Selama belum ditctapkannya Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, semua

ketentuan yang ady dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Qanun ini.

BAB X1
}(ETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan

Peraturan Pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang
berlaku,



Pasal 14

Dengan berlakunya Qunun ini maka semua ketentuan  yang bertentangan
dengan Qanun inj dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15
Qanun ini mulai berlaky pada tunggal disahkan. -

Agar sctivp orang dapat meng

ctahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun
ini denpan pencnipatannyu d;

am Lembaran Daerah Kabupaten Acely Singkil.

Ditetapkan di ¢ Singlkil
pada tangpal : 6 Juli 2006
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